BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

I1.1 Tinjauan Pariwisata Pantai

I1.1.1 Definisi Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata merupakan kawasan yang disediakan untuk
memenuhi kebutuhankegiatan pariwisata dengan Kkriteria pemanfaatan
ruang Vyaitu Tersedia sarana dan prasarana, Tersedia aksesibilitas yang
tinggi ke pusat pelayanan niaga dan kesehatan, Memiliki obyek dan daya
tarik wisata, Pemberlakuan lebar garis sempadan pantai (Perda atau hukum
pengusahaan atau sistem pemilikan pantai), Pengaturan pemakaian air
tanah yang disesuaikan dengan kapasitas ketersediaan airtanah dan waktu
yang dibutuhkan untuk pengisian kembali, Lebar garis sempadan pantai
100-300 meter dari titik pasang tertinggi*.
11.1.2 Kegiatan di Kawasan Pariwisata Pantai

Pada kawasan pariwisata pantai, kegiatan yang menjadi aktifitas
masyarakat lokal adalah budidaya, perdagangan dan jasa. Kegiatan
budidaya bertujuan untuk memanfaatkan potensi alam atau komoditas
lokal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Berkaitan
dengan menjaga kelestarian alam kawasan pariwisata pantai ehingga
kegiatan budidaya yang berada di sempadan pantai tidak boleh

menimbulkan dampak negatif dan memiliki koordinator pengawasan

'pedoman Pemanfaatan Ruang Tepi Pantai oleh Departemen Pekerjaan Umum; hal 6.
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pemanfaatan ruang. Kegiatan budidaya yang berdampak negatif termasuk
pembuangan limbah padat ke pantai, pembuangan limbah cair tanpa
pengolahan ke pantai, budidaya pertanian tanpa pengolahan tanah secara
intensif, pembangunan tempat hunian atau tempat usaha tanpa Ijin
MendirikanBangunan (IMB).

Pada kawasan pariwisata pantai, kegiatan perdagangan jasa
menjadi prasarana penunjang kegiatan wisata. Kegiatan perdagangan dan
jasa membutuhkan arahan yang jelas sehingga kegiatan operasional tidak
mengganggu kegiatan wisata dan lingkungan. Ketentuan kawasan
perdagangan dan jasa termasuk memiliki prasarana persampahan, air
bersih, konstruksi bangunan tidak rentan terhadap salinitas, batas
minimum 200 m daribatas titik pasang surut air laut, sesuai dengan kondisi
lingkungan, tidak padaarea laguna, KDB maksimum 60 %, KLB
maksimum 4,8 serta ketinggian bangunan 8 lantai.

11.1.3 Kriteria Kawasan Pariwisata Pantai Secara Umum

Pada perencanaan kawasan pariwisata pantai terdapat Kriteria
sebagai acuan termasuk Mempunyai kemiringan tanah yang
memungkinkan dibangun tanpa memberikan dampak negatif terhadap
kelestarian lingkungan, memiliki sarana dan prasarana yang meliputi jalan,
air bersih telepon, listrik, hotel/penginapan, rumah makan, kantor
pengelola, tempat rekreasi & hiburan, WC umum, mushola, dan angkutan
umum.Pengembangan obyek buatan dengan memperhatikan aspek-aspek

visual, kondisi dan kesalarasan dengan lingkungan.
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I1.1.4 Peraturan Kawasan Pariwisata Pantai di Kabupaten Bantul.
Berdasarka PERDA KabupatenBantul no 4 tahun 2011, lahan
Pariwisata Pantai di Kabupaten Bantul secara umum adalah Sultan
Ground.Batas Sultan Ground adalah berdasarkan garis sempadan pantai
yaitu 100 meter dari titik pasang tertinggi. Pada zona bibir pantai di
Kabupaten Bantul juga termasuk zona rawan bencana sehingga pada
keadaan ideal, pada batas sempadan pantai tidak di larang untuk
mendirikan bangunan permanen dan kegiatan budidaya.
11.1.4.1 Strategi Pemantapkan Fungsi Lindung
Strategi memantapkan fungsi lindung dan upaya
menyelamatkan manusiaserta kegiatan hidupnya terutama pada
kawasan rawan bencana sebagaimanadimaksud meliputi :
a. mengendalian pemanfaatan ruang dengan
mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman
bencana;
b. memanfaatan kawasan rawan bencana yang terlarang
untuk dibangunsebagai ruang terbuka hijau; dan
c. merencanakan pola ruang yang mewadahi prinsip-prinsip
mitigasi bencana, antara lain berupa penentuan lokasi dan

jalur evakuasi bencana dari permukiman penduduk.
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11.1.4.2 Strategi Pengembangan Budidaya
Strategi pengembangan kegiatan budidaya pertanian pangan
berkelanjutan, perikanan, dan kelautan sebagaimana
dimaksud meliputi :
a. merencanakan dan  mengembangkan  kawasan
pembenihan;
b. merencanakan dan mengembangkan
infrastrukturproduksi pertanian;
c. merencanakan dan mengembangkan teknologi
pengolahan hasi-hasil pertanian;
d. merencanakan dan mengembangkan pertanian terpadu
(integratedfarming); dan
e. merencanakan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
11.1.4.3 Strategi Pengolahan Limbah
Sistem pengolahan air limbah domestik setempat
sebagaimana dimaksudmeliputi :
1. Pembuangan air limbah domestik ke dalam tangki
septik individual, tangki septik komunal atau Instalasi
Pengolah Air Limbah (IPAL)Komunal.
2. Garis sempadan sungai bertanggul ditetapkan sebagai

berikut
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a. Garis sempadan sungai bertanggul di luar
kawasan perkotaan ditetapkanpaling rendah 5 (lima)
meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul; dan

b. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam
kawasan perkotaan, ditetapkan paling rendah 3
(tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar
kawasan perkotaanpada sungai besar ditetapkan
paling rendah 100 (seratus) meter, sedangkan pada
sungai kecil paling rendah 50 (lima puluh) meter
dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

c. Kawasan sempadan pantai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 vyaitu di wilayah
pesisir/bagian selatan Kabupaten Bantul yang
mencakup areal sepanjang garis pantai dengan lebar
paling rendah 100 (seratus) meter dari pasang paling
tinggi ke arah daratan dan sepanjang 13,5 (tiga belas
koma lima) km direncanakan seluas kurang lebih
123 (seratus dua puluh tiga) Hektar atau 0,24% (nol
koma duaempat persen) dari luas wilayah
Kabupaten Bantul tersebar di 3 (tiga) wilayah
kecamatan yaitu Desa Poncosari Kecamatan

Srandakan, Desa Gadingsari, Desa Srigading
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Kecamatan Sanden dan Desa Tirtohargo, Desa

Parangtritis Kecamatan Kretek.

Sempadan Sempadan
> H il >H

Jalan
Inspeksi

Kedalaman \/\

Saluran = H Sisi Terluar
Jaringan Irigas

Sisi Terluar
Jaringan Irigasi

|¢————————————— Ruang Jaringan Irigasi

- Ruang Sempadan Jaringan Irigasi >

Gambar 1 Sempadan Saluran Irigasi Tak Bertanggul

Tinggi Tanggul
=Tl

Tinggi Tanggul
=T2

Jalan Inspeksi

Sempadan
=T2

Gambar 2 Sempadan Saluran Irigasi Bertanggul

Gambar 11.1.4.3 Sempadan Saluran Irigasi
Sumber : PP no 38 tahun 2011

[1.2 Tijauan Permukiman Tepi Pantai
Kawasan tepi pantai adalah kawasan dari suatu perkotaan dimana daratan
dan air bertemu, dan meliputi kegiatanatau bangunan yang secara fisik, sosial,

ekonomi dan budaya dipengaruhi olehkarakteristik badan air laut®.

[1.2.1 Definisi Kawasan perumahan
Kawasan perumahan mempunyai fungsi utama sebagai tempat

tinggal atau hunian yangdilengkapi dengan prasarana dan sarana

*Pedoman Pemanfaatan Ruang Tepi Pantai oleh Departemen Pekerjaan Umum; hal 22.
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lingkungan. Kriteria pemanfaatan ruangkawasan perumahan adalah
Tersedia sumber air yang cukup, Tersedia sistem drainase yang baik,
Tersedia sistem pengolahan sampah yang baik, Tersedia aksesibilitas yang
baik ke pusat- pusat, kegiatan maupun sarana publik, Bebas dari
kebisingan serta bahaya dan gangguan setempat, Terhindar dari bahaya
abrasi pantai, Lebar garis sempadan pantai 30-100 meter dari titik pasang
tertinggi®.
11.2.2Kriteria kawasan perumahan

Kawasan perumahan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten dan
Kota memiliki kriteria :

Tabel 2.1 Ketentuan Teknis Perumahan

No | Subvariabel Kriteria
Permukiman Tepi
Pantai

1 | Lahan Permukiman | a. Tidak berada pada daerah rawan bencana
(longsor, banjir, erosi, dan abrasi).Khusus untuk
daerah rawan bencana gempa, maka struktur
bangunannya perlu

disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan
yangberlaku.

b. Tidak berada pada wilayah sempadan pantai

c. Kelerengan : 0 — 25 %1 1 dari 22

d. Orientasi horizontal garis pantai : > 60 °

e. Kemiringan dasar perairan pantai : terjal —
sedang

f. Kemiringan dataran pantai : bergelombang —
berbukit.

0. Tekstur dasar perairan pantai : kerikil — pasir

*Pedoman Pemanfaatan Ruang Tepi Pantai oleh Departemen Pekerjaan Umum; hal 5.
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h. Kekuatan tanah dataran pantai : tinggi
i. Tinggi ombak signifikan : kecil
J. Fluktuasi pasang surut dan arus laut : lemah

Prasarana Air bersih

a. Pengambilan air baku diutamakan dari air
permukaan;

b. Kebutuhan air rata-rata 100 It/org/hari;

c. Kapasitas minimum sambungan rumah 60
liter/orang/hari, dan sambungan kranumum 30

liter/orang/hari.

Drainase

a. Harus memperhatikan pasang surut air laut

b. Koefisien pengaliran air permukaan tidak lebih
dari 25%;

c. Pada lereng/tanah yang peka terhadap erosi
harus ada rekayasa teknis sehingga

kekeruhan drainase tidak mencapai 50 ppm Si.02;
d. Perhitungan drainase berdasarkan banjir 10
tahunan.

e. Saluran drainase dibangun dengan sistem polder
(bendung dan pompa).

f.  Harus dibuat sumur-sumur resapan untuk
meningkatkan recharge air tanah,

terutama pada tanah yang stabil dan mempunyai
daya serap tinggi.

g. Harus dibuat kanal-kanal drainase yang

bermuara ke laut.

Pengolahan Sampah

a. Persyaratan lokasi TPA sampah :

Secara umum mengacu kepadaStandar Nasional
Indonesia (SNI) 03-3241-1994 tentang tata cara
pemilihan lokasi TPA sampah. Tatacara ini
memuat persyaratan,ketentuan teknis dan cara
pengerjaan

dalam memilih dan menentukanlokasi tempat

pembuangan akhirsampah.
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b. Pengelolaan sampah mengacu kepada SNI
03.3242-1994 tentang tata carapengelolaan
sampah di permukiman yang meliputi institusi,
pengaturan,pembiayaan, teknik operasional,
dan peran masyarakat.

c. SNI 19-2454-2002 tentang tata cara teknik
operasional pengelolaan sampahperkotaan yang
meliputi dasar-dasar perencanaan untuk daerah
pelayanan;tingkat  pelayanan; dan teknik
operasional meliputi perwadahan,
pengumpulan,pemindahan, pengangkutan,
pengolahan dan pemilahan dan pembuangan

akhirsampah.

Jaringan Jalan

Perencanaan jaringan jalan di kawasan inimengacu
pada ketentuan PedomanPerencanaan Geometrik

Jalan Perkotaanyang berlaku.

Mengurangi
Kebisingan dan
polusi

a. Harus dibuat pagar hijau yang membatasi
kawasan perumahan dengan kawasanlainnya
seperti industri dan perdagangan

b. Berada di ruang aman saluran utama tegangan
tinggi atau saluran utamategangan ekstra tinggi

(minimal radius 30 m)

Persyaratan
Bangunan

a. Kepadatan bangunan maksimal 50 rumah/ha

b. Harus dilengkapi utilitas umum yang memadai

c. Tersedia infrastruktur yang memadai sesuai
dengan kepadatan penduduk danmenggunakan
konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan.

d. Ketinggian bangunan maksimum 2 lantai.

e. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 40
% dan Koefisien LantaiBangunan (KLB) 0,8.

f. Tinggi lantai dasar suatu bangunan
diperkenankan mencapai 1,20 m di atas tinggi

rata-rata tanah pekarangan atau tinggi rata-rata
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jalan, dengan memperhatikan  keserasian
lingkungan

Jarak vertikal lantai bangunan ke lantai
berikutnya 3 m

Ruang terbuka di antara garis sempadan jalan
(GSJ) dan garis sempadanbangunan (GSB)
harus digunakan sebagai unsur penghijauan dan
atau daerah peresapan air hujan serta

kepentingan umum lainnya.

i. Tidak diijinkan adanya bangunan atau ruangan

di bawah permukaan tanah kecualidengan ijin
Bupati/Walikota.

8 | Persyaratan untuk
menghindari abrasi
pantai

Pemeliharaan garis pantai melalui penanaman

tanaman pantai seperti kelapa dannipah.

. Pembangunan tanggul-tanggul pantai/cerucuk

pantai/pemecah gelombang.

9 Prasarana Air kotor

. Buangan air kotor sistem setempat harus

menjamin tidak akan menimbulkan, polusi air

tanah;

b. Jarak sumur resapan, septik tank dengan sumur

minimum 10 m;

. Bagi permukiman padat, dibuat septik tank

secara kolektif atau sistem jaringantertutup;

. Bagi lokasi yang sudah ada sistem jaringan

utama agar terintegrasi dengansistem yang ada;
buangan dengan sistem tidak setempat, IPLT
ditetapkan minimal 500 m dari tepipantai dan
pengolahan IPLT harus terus berfungsi agar
buangan yang dilepas keperairan pantai tidak

merusak lingkungan.

Sumber : Pedoman Pemanfaatan Ruang Tepi Pantai oleh Departemen Pekerjaan Umum; hal 10-12
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Berdasarkan RDTRK kabupaten Bantul, dusun Ngentak terbagi
atas 5 jenis pola ruang yaitu permukiman kepadatan rendah, pertanian
lahan basah, budidaya tanaman tahunan, pantai dan teknopark.
Permukiman dusun Ngentak terbagi di 2 zona yaitu utara dan selatan yang

dipisahkan lahan pertanian lahan basah dan sungai.

11.3 Tinjauan Konsep Ekologis pada Permukiman

Berdasarkan GEN (Global Ecovillage Network) sebuah permukiman yang
menggunakan konsep ekologis memiliki acuan yang menjadi standar penilaian.
Penilaian ini mencakup pada dimensi keberlanjutan (ecological) termasuk
didalamnya pola konsumsi ekonomi dan dimensi sosial. Permukiman yang
berkonsep ekologis ini terbentuk karena komunitas lokal berpartisipasi dalam
proses mengolah dan memberdayakan lingkungan sekitarnya.

11.3.1 Dimensi Keberlanjutan (Ecological)

Pada permukiman dengan konsep ekologis, sebuah komunitas
didukung untuk merasakan pengalaman secara personal untuk hidup
dengan alam. Masyarakat pada aktifitas keseharian dapat menikmati
interaksi dengan tanah, air, angin tanaman dan hewan. Pada keadaan
ideal, sebuah komunitas dapat menyediakan kebutuhan mereka termasuk
makanan, pakaian dan tempat tinggal. Secara umum pada dimensi
keberlanjutan hal yang perlu dipertimbangkan adalah :Peningkatan
penghasilan pangan secara maksimal dalam komunitas lokal, dukungan
pada produksi pangan organik, menggunakan sistem energi terbaharui

pada desa, melindungi keberagaman hayati, membina bisnis dengan prinsi
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berkelanjutan (sustainable business), mempertahankan kebersihan tanah,
air dan udara melalui manajemen energi dan limbah yang sesuai.

Ecovillage diartikan sebagai desa yang memiliki skala manusia,
kelengkapan lingkungan hidup dimana aktifitas manusia berintegrasi
dengan dunia alam dan mendukung perkembangan kesehatan manusia
pada tahap berkelanjutan. Analisa Ecovillage terbagi atas 2 tingkatan yaitu
easy light green end dan tingkat urban. Pada tingkat easy light green end
analisa meliputi pengembangan bududaya tanaman, penggunaan cahaya
pasif, konservasi energi, penampungan air hujan, dur ulang air, pertanian
berkelanjutan dan permakultur. Pada tingkat urban analisa meliputi kot
hijau (penanaman untuk memperbaiki iklim), kehidupan dikoridor,
transportasi publik yang lebih baik, penampungan air, penanganan limbah,
daur ulang air kotor, pertanian organik, urban layout (lebar jlaan, jlur
sepeda, pertanian urban, atap taman)

Sebuah ecovillage dapat terwujud jika terdapat lebih kebersamaan
dengan cara yang lebih kooperatif. Masyarakat perlu belajar berbagi untuk
mendistribusikan kelebihan. Sarana hiburan dapat berasl dari kegiatan
lokal yaitu pasar, festival, dll. Seiring pertumbuhan jumlah manusia
disuatu tempat tidak memungkinkan untuk mempertahankan standar hidup
yang sama maka dari itu diperlukan gaya hidup frugal. Gaya hidup yang
diperlukan adalah gaya hidup sederhana yang dapat menurunkan
permintaan terhdapa sumber daya alam. Dibawah ini dijabarkan Visi

Desain Ekologis berdasarkan “ Designing Ecological Habitats”
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Tabel 2.2 Visi Desain Ekologis

No

Visi Desain Ekologis

Keterangan

Keanekaragaman Ecovillage

Pada
ekologis,

sebuah desa berkonsep

yang
kegiatan hidup dan bekerja
masyarakat tidak membutuhkan jarak
tempuh yang panjang. Pada area ini juga
diharapkan aktifitas sosial budaya, rekreasi
dan  individual

komunitas dapat

berlangsung satu sama lain

Ecovillage pada skala

manusia

Sebuah ecovillage sebagai wadah hunian

dapat mengakomodasi kehidupan
bertetangga dimana warga dapat menjlin
hubungan secara langsung tetapi tetap
dapat mempertahankan keunikan masing-

masing

Koridor alami pada

ecovillage

Koridor alami berupa area individual yang
dipisahkan oleh pepohonan, perairan tetapi
menghubungkan

masyarakat ~ dengan

lingkungannya

Ecovillage = menyesuaikan

kondisi lokal

lokal

termasuk kawasan alam lokal, lanskap,

Kondisi yang perlu disesuaikan

iklim, budaya, ruang terbuka dan jalur air

membantu penyuburan

Jarak pendek pada

ecovillage

Jarak area hunian tidak melibihi diameter
1.5 km sehingga masyarakat dapat berjalan
dari satu tempat ke tempat lain kurang dari
1/2 jam, tersedia transportasi publik untuk
variasi Perencanaan

jarak  tempuh.

infrastruktur yang efisien sehingga pusat
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penjemputan (pick-up points) dan jalur
pejalan kaki berhubungan

Penggunaan Lahan

Minimum

Penggunaan ukuran ruang dan kepadatan
ecovillage yang minimum berdasarkan
luasan area yang tersedia sehingga suplai
material dan barang tidak membutuhkan

jarak yang panjang

Tanggung jawab penghuni
ecovillage

Seluruh penghuni desa bertanggung jawab
dan terlibat dalam administrasi, rencana
dan implementasi desain desa ekologis.
Keputusan yang dibuat harus dapat
menyesuaikan masyarakat tingkat rendah.
Setiap penghuni menggunakan pelayanan
lokal, produksi, perdagangan, pendidikan,

rekreasi dengan prinsip subsidiaritas

Efisiensi energi pada

ecovillage

Pilihan efisiensi energi pada hunian desa
dapat berupa penghematan daya listrik
untuk penerangan dan alat elektronik
lainnya. Sebagai alternatif penghematan,
daya listrik dapat dihasilkan dari matahari,
angin dan sumber daya masa. Desain
bangunan hunian juga harus mendukung
optimalisasi penerimaan cahaya, pada
kondisi ideal setiap meter persegi jumlah
daya listrik yang dibutuhkan adalah 20kwh

Ecovillage bebas emisi

Sebuah hunian desa dapat menjadi bebas
emisi dapat dilakukan dengan pengurangan
konsumsi energi, memperlakukan limbah
dengan cara alami, pembatasan tingkat
kendaraan dan penanaman pohon di

koridor jalan
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10

Ecovillage yang tenang dan
indah

Ecovillage yang tenang dapat tercapai
dengan pembatasan tingkat pergerakan
kendaraan dan polusi suara. Selain hal
tersebut, sebuah keindahan desa dapat
terbentuk ketika ekspresi arsitektur yang
ditekankan adalah kebudayaan lokal.

11

Ecovillage memiliki sumber

air

Penampungan air hujan dapat
memungkinkan desa memiliki suplai air
yang digunakan untuk minum dan
kebutuhan lainnya. Sumber air yang
dimiliki desa perlu perawatan dengan
membuat penyaringan, pengairan dan

konstruksi lahan basah.

12

Bangunan sehat sebagai

bagian dari ecovillage

Bangunan sehat adalah bangunan yang
menggunakan  material dan  sistem
konstruksi yang dapat menghemat energi
pada pembuatan, penggunaan dan daur
ulang. Bentuk kontruksi dapat fleksibel
untuk  melakukan  konversi  ukuran.
Perencanaan letak kabel dan peralatan
elektronik diperlukan sebelum konstruksi

untuk penggunaan yang lebih aman.

13

Nilai manusia sebagai

bagian dari ecovillage

Hunian dan kota dapat dipandangsebagai
hasil kerja kolektif dari banyak generasi
yang membentuknya menjadi khusus,
karakter yang tidak dapat disalahkan. Saat
ini untuk  meningkatkan  kemajuan
masyarakat  diperlukan  proses yang
kompleks untuk menyimpulkan antara
permintaan dan kebutuhan penghuni,

pemerintah dan lingkungan. Masalah
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tersebut dapat terselesaikan jika rancangan
peraturan dibuat berdasarkan kebutuhan
selurun  pihak yang terlibat. Pada
perjalanan masyarakat diperlukan resolusi
konflik yang kreatif sebagai contoh adalah
berbagi kebersamaan dalam hal pekerjaan,
menggunakan kendaraan, pohon dan ruang

terbuka.

Sumber : Designing Ecological Habitat, 2011: 32-34

[1.4 Elemen Kajian Berdasarkan Literatur

Pada penelitian ini, data lapangan yang diperoleh akan dikaji
dengan mengkombinasikan literatur yang telah dikemukakan sebelumnya.
Literatur yang diperbandingkan adalah pedoman pemanfaatan rung tepi
pantai, peraturan daerah kabupaten Bantul no 4 tahun 2011ldan desain
habitat ekologis yang berasal dari GEN. Berikut adalah tabel perbandingan

yang menghasilkan elemen kajian.



Tabel 2.3 Perbandingan Kategori Tinjauan berdasarkan Literatur
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No Pedoman PERDA Kabupaten Desain Habitat | Visi Desain Desa Ekologis Kajian Analisa
Pemanfaatan Ruang | Bantul no 4 Tahun 2011 Ekologis
Tepi Pantai
1 RTRW Perumahan Garis Sempadan Pantai Integrasi Desain - Desa Ekologis dengan skala
Ekologis manusia Fisik Lahan
- Perencanaan desain desa ekologis Permukiman
yang tepat
2 Pasarana Air Bersih Sumber Air, Garis Sempadan - Sumber Air Sumber Air
Irigasi
3 Drainase Pembuatatan IPAL - Menjaga Drainase Alami Sistem Pembuangan
Air, Energi dan - :
4 Pengolahan Sampah Persampahan Infrastruktur - Bebas limbah Sistem Sampah
5 Jaringan Jalan Infrastruktur - Jarak tempuh pendek Sirkulasi
- Memiliki koridor alami
- Desa ekologis yang tenang dan
6 | Bebas Polusi udara dan bebas emisi
suara - Bangunan yang sehat dan efisien
7 Persyaratan Bangunan KDB, KLB, Kepadatan Bangunan Hijau Fisik dan Penggunaan
Bangunan Energi pada
8 Menghindari Abrasi Fungsi Bangunan Bangunan
Pantali Permukiman
9 - Desa ekologis berdasarkan
tanggung jawab penghuni
Sektor Penunjang
10 Strategi Zona Pertanian dan Pangan Lokal - Spesies Lokal dan Tanaman Permukiman

Budidaya berkelanjutan

Produktif

Sumber : Analisis, 2014
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I1.5 Kerangka Konsep Kajian (Conceptual Framework)

Berdasarkan tabel perbandingan I1.4, maka kerangkan konsep
kajian yang berkaitan dengan konsep ekologis zona pariwisata pantai dan
permukiman memiliki Kriteria sebagai berikut :

11.5.1 Fisik Lahan Permukiman

a.Lahan Permukiman berada diluar zona rawan bencana
termasuk abrasi, tsunami dan banjir.

b. Jarak Lahan Permukiman minimal 100 meter dari
titik pasang tertinggi atau 300 meter dari bibir pantai,
ketentuan jarak berdasarkan garis sempadan pantai kabupaten
Bantul yang setara dengan batas Sultan Ground.

c.Pemusatan zona permukiman dengan perbandingan 1 ha
mengakomodasi 50 bangunan hunian. Pemusatan lahan
permukiman bertujuan meningkatkan efisiensi penggunaan
lahan dan penambahan ruang terbuka hijau.

d. Luas unit kavling hunian berada di Sultan Ground,
maksimal 200 m2 / unit (Luas berdasarkan Pedoman Rumah
Sederhana Sehat dari PU).

e.Zona Kegiatan dapat dicapai dari zona permukiman dengan
radius <1.5 km.

[1.5.2 Sumber Air

a. Sumber air didapatkan dari PDAM dan sumur.
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b. Pengaliran air hujan, pertanian dan permukiman berupa
saluran irigasi/pur/sungai buatan.

c. Garis sempadan saluran irigasi/ sungai kecil tidak
bertanggul adalah 50 meter dan 100 meter untuk sungai
besar dari tepi irigasi/sungai. Area sempadan sungai
difungsikan untuk jalur inspeksi dan penghijauan.

d. Air sisa cuci di daur ulang dan dikembalikan menjadi air
tanah.

11.5.3 Sistem Pembuangan

a.Pembuangan sisa air hujan melalui selokan yang mengalir

menuju saluran irigasi desa.

b. Pendirian fasilitas IPAL komunal pada zona

permukiman untuk mengolah air sisa cuci sebelum dialirkan

pada saluran irigasi atau digunakan ulang.
11.5.4 Sistem Pembuangan Sampabh.

a. Koordinator pengolahan sampah ditempatkan di setiap

zona permukiman dan pariwisata.

b. Pendirian tempatan pembuangan sampah sementara

(TPS) di setiap zona permukiman dengan jarak minimal 500

meter dari zona permukiman dan pariwisata.

c. Lokasi pembuangan sampah sementara dapat diakses

kendaraan pengangkut.
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Pemisahan jenis sampah oragnaik dan non-organik

pada zona permukiman/pariwisata sebelum dibawa ke TPS.

e. Sampah di TPS yang tidak dapat diolah di ditribusikan ke

TPS terpadu di tingkat kecamatan sebelum dibawa ke TPA.

111.5.5 Sirkulasi

a.

Memiliki jalur internal dan eksternal yang disesuaikan
jenis kendaraan yang melintasi.

Jalur eksternal digunakan untuk menghubungkan antar-
zona dan dapat mengakomodasi bus pariwisata dan truk
pengangkut. Lebar 1 jalur jalan yang diusulkan adalah 10
meter atau 20 meter lebar jalan. (Berdasarkan minimal
radius putar bus : 8.5 meter).

Jalur Eksternal Terbuat dari bahan aspal karena menahan
beban kendaraan besar.

Jalur Internal untuk mengakses kedalam zona
permukiman dan pariwisata. Lebar jalan 5 meter dengan
lapisan jalan berupa kon blok yang berpori sehingga

dapat menyerap air.

I11.5.5 Fisik permukiman dan penggunaan energi.

a.

KDB bangunan 50 % dengan ketinggian maksimal 12
meter.
GSB minimal 5 meter dari jalan atau disesuaikan GSB

unit terdekat dengan jalan pada zona eksisting.
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c. Area GSB digunankan untuk penghijauan. Penghijauan
mengutamakan vegetasi khas lokal untuk meberikan
identitas permukiman.

d. Memaksimalkan penggunaan material lokal untuk
bangunan, sebagai contoh adalah kelebihan pasir dari
sungai Progo, produksi bata lokal.

e. Fasade bangunan baru menyesuaikan desain bangunan
terdahulu untuk menyeleraskan lingkungan.

f. Kebutuhan Listrik per meter bangunan adalah 20 kwh

g. Memaksimalkan penggunaan energi tenaga hybrid dan
biogas pada zona permukiman dan pariwisata.

h. Penentuan tarif secara kolektif untuk penggunaan energi
hybrid sebagai retribusi untuk perawatan dan operasional
peralatan.

I11.5.6 Sektor penunjang permukiman

a.Jarak bangunan penunjang pariwisata pantai minimal 200
meter dari bibir pantai.

b. Kegiatan budidaya diluar zona rawan bencana dan
garis sempadan pantai. Kegiatan budidaya yang telah
berdiri di area sempadan pantai harus memiliki pengawasan
terhadap penggunaan fungsi lahan dan pengolahan limbah.

c.Bangunan yang dizinkan didirikan pada zona pertanian

hanya fasilitas pendukung pertanian.
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d. Zona budidaya termasuk pertambakan, peternakan
berada minimal 500 meter dari zona permukiman dan
pariwisata atau terdapat zona penyaring berupa penghijauan
dengan jarak minimal 50 meter dari zona permukiman dan
pariwisata.

e.Zona budidaya tidak terlihat dari jalur eksternal untuk
menjaga keindahan dan polusi di kawasan pariwisata pantai.

f.Sistem pembuangan limbah yang dihasilkan setiap sektor
harus mengikuti sistem pembuangan permukiman dan

pariwisata pantai yaitu melalui TPS dan IPAL.



